Pemkab Bombana Ikuti Rakor
Nasional Inflasi dan Evaluasi
Program 3 Juta Rumah

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Pembangunan 3
Juta Rumah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Senin, 14 Juli 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol.
Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah
se-Indonesia. Dari Bombana, rapat virtual ini diikuti oleh perangkat daerah dari
Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rakor ini menjadi ruang strategis pemerintah pusat dan daerah untuk memantau
dan merumuskan langkah-langkah penanganan inflasi daerah yang terus menjadi
perhatian nasional, utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti beras,
minyak goreng, bawang putih, dan komoditas esensial lainnya.

Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Statistik Barang dan Jasa Badan Pusat
Statistik (BPS) RI, Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat menjelaskan sejumlah tren
harga yang mengalami pergerakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
“Daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pusat serta pelaku usaha agar
distribusi barang kebutuhan pokok tidak terganggu, terutama menjelang
momentum tertentu seperti musim tanam dan hari besar keagamaan,” ujarnya.

[a menambahkan bahwa indeks perkembangan harga menjadi indikator penting
dalam merancang kebijakan responsif di daerah. Menurutnya, stabilitas harga di
tingkat lokal akan memberi pengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan
ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga dengan pendapatan menengah ke
bawah.

Selain isu inflasi, rakor ini juga membahas progres Program Pembangunan 3 Juta
Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional, terutama untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong realisasi pembangunan
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rumah layak huni di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan-kawasan tertinggal.

“Program ini bukan hanya soal bangunan, tapi menyangkut martabat masyarakat
untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata
Tomsi Tohir dalam arahannya. Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar
memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan pengembang, lembaga keuangan,
maupun masyarakat sipil agar pembangunan rumah tidak terkendala persoalan
teknis maupun administratif.

Menanggapi hal tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana
menyampaikan komitmen untuk terus aktif mendukung langkah pemerintah
pusat. Peningkatan peran serta daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok,
kestabilan harga, serta percepatan realisasi hunian bagi warga menjadi perhatian
serius Pemkab Bombana dalam berbagai programnya.

“Kami siap berkolaborasi dan melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk
memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar serta mendukung
program perumahan rakyat,” ujar salah satu pejabat yang hadir dalam rapat.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum berbagi praktik terbaik antar daerah.
Sejumlah perwakilan provinsi dan kabupaten/kota diberi kesempatan
menyampaikan strategi pengendalian inflasi dan percepatan program perumahan
di wilayah masing-masing. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat
pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif.

Dalam penutupnya, Kemendagri kembali mengingatkan pentingnya integrasi
data, kolaborasi lintas lembaga, dan percepatan layanan publik di sektor ekonomi
dan perumahan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-
pandemi dan untuk menjawab tantangan global saat ini.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari agenda mingguan pemerintah pusat yang
rutin dilakukan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis
nasional oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan setiap kebijakan
yang digulirkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata di daerah.




Mendagri Tito: Sektor Swasta
Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Daerah

Bombana, sultranet.com - Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs.
Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor
swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini
disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi
secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri
pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia,
termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan
pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor
swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam
menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari
ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim
investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan
yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun
daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap
potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian
hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus
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bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai
narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga
pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas
kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya
Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup
hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk
kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang
investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan,
dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka
lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi
dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan
kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir.
Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah
strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu
dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk
membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip
transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah
evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk
realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh
pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok,
dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar
pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha
menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor
pertumbuhan ekonomi nasional.



Bombana dan 29 Perusahaan
Sepakati PPM, Fokus Kesehatan
dan Infrastruktur

Jakarta, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana bersama 29
perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyepakati kerja sama Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan
infrastruktur. Kesepakatan ini dicapai dalam Executive Meeting yang dipimpin
langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Yuan Garden Hotel,
Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan strategis itu bertujuan menyatukan komitmen antara pemerintah
daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya pada sektor layanan dasar. Hadir dalam forum tersebut Sekda Provinsi
Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur
Sultra, serta jajaran pejabat tinggi pemerintah, pimpinan perusahaan, dan
perwakilan legislatif.

“Potensi Bombana di sektor pertambangan dan perkebunan sangat besar. Tapi
yang terpenting adalah bagaimana potensi ini diterjemahkan menjadi manfaat
langsung bagi masyarakat,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio, saat membuka
kegiatan.

Ia menekankan pentingnya PPM sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan
terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dua bidang yang menjadi fokus —
kesehatan dan infrastruktur — merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi
demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Kolaborasi hari ini mencerminkan semangat kebersamaan. Kita harus
memastikan setiap investasi memberi dampak yang berkeadilan dan
berkelanjutan,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti bahwa langkah Pemkab Bombana dan para perusahaan
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sudah sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni
menciptakan daerah yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Ia menyebutkan,
pemenuhan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi
penting dalam mengejar visi tersebut.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana
dan 29 perusahaan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara
pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. la berharap perusahaan tidak hanya
menjalankan PPM sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadikannya
bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Gubernur Sultra berpesan agar setiap pelaku usaha menjadikan PPM sebagai
bentuk komitmen sosial yang memberikan perubahan positif di masyarakat
sekitar,” tutur Asrun Lio.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si juga menggarisbawahi bahwa
kehadiran perusahaan di Bombana tidak hanya membawa kontribusi ekonomi,
tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan lewat program-program
yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, kami ingin melihat program-program konkret yang bisa
dinikmati masyarakat, bukan hanya dalam bentuk formalitas,” ujarnya.

Selain sambutan dari para pejabat daerah, agenda juga diisi dengan pemaparan
materi dari Deputi Kementerian Investasi/BKPM yang menjelaskan mengenai
regulasi dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan daerah. Jajaran
perusahaan pun diberikan pemahaman lebih mendalam terkait bentuk
pelaksanaan PPM yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD
Kabupaten Bombana bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda
Bombana, para Kepala OPD, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM.
Para direktur dan pimpinan perusahaan pun turut ambil bagian dalam diskusi dan
kesepakatan yang dibangun dalam suasana kolaboratif.

Executive Meeting ini menjadi simbol semangat bersama untuk mendorong
pembangunan yang inklusif dan merata, serta membuka ruang partisipasi aktif
sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra juga
menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang



memperkuat kemitraan lintas sektor.

Kemendagri Minta Daerah Serius
Kendalikan Inflasi, Sultra Catat
Kenaikan IPH 1,43 Persen

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh
Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini
dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat
Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom
Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro
Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah.
Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro
Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM,
serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan
Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia
menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB)
tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran
CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk
pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG
akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan
melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti


https://www.sultranet.com/kemendagri-minta-daerah-serius-kendalikan-inflasi-sultra-catat-kenaikan-iph-143-persen/
https://www.sultranet.com/kemendagri-minta-daerah-serius-kendalikan-inflasi-sultra-catat-kenaikan-iph-143-persen/
https://www.sultranet.com/kemendagri-minta-daerah-serius-kendalikan-inflasi-sultra-catat-kenaikan-iph-143-persen/

pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah
pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam
menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan
bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025
mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan
kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah
beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa
dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10
persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyoroti rendahnya
implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia
menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara
ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan
distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja
Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya
tidak bertanggung jawab,” tegas Tomsi. Ia juga meminta kepala daerah
mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu
pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap
gejolak harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia
menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki
agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya,
rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya
tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati,
dan sinergi antarpemerintah.



Sultra Dorong Investasi
Berkelanjutan demi Kesejahteraan
Rakyat

Kendari, sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi
Sumangerukka menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mendorong
investasi berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini
disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra
di Hotel Plaza Inn Kendari, Selasa, 24 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah, pelaku usaha,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem investasi yang
inklusif dan bertanggung jawab. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi
Sultra, jajaran Forkopimda, perwakilan perbankan, Kepala BPS, Kepala KPP
Pratama Kendari, serta pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa
potensi alam Sulawesi Tenggara sangat besar, namun saat ini ketergantungan
terhadap dana transfer pusat masih mencapai 65 persen.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada fiskal pusat. Untuk membangun Sultra
yang sejahtera, saya butuh dukungan semua pihak, terutama para investor. Saya
tidak bisa sendirian,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, hingga triwulan I tahun 2025, realisasi investasi baru
mencapai Rp4,46 triliun atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp13,28
triliun. Untuk itu, ia mendorong agar potensi di sektor pertambangan, pertanian,
perikanan, pariwisata, dan jasa dapat dioptimalkan dengan pendekatan
kolaboratif dan strategis.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen kewajiban
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oleh sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Sultra, di antaranya PT Ifish Deco,
PT Tiran Indonesia, PT Aneka Usaha Kolaha, PT Bumi Karya Utama, PT Gerbang
Multisejahtera, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. Penandatanganan ini sebagai
bentuk kesediaan perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah
melalui investasi yang bertanggung jawab.

Gubernur juga mengingatkan lima kewajiban utama yang harus dipenuhi
perusahaan, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewajiban tersebut antara lain
penggunaan plat nomor kendaraan Sultra, pembayaran pajak kendaraan dan bea
balik nama, pembelian BBM dari distributor resmi, penyampaian data
penggunaan air permukaan, serta pengalokasian dana CSR untuk masyarakat
sekitar wilayah usaha.

“Saya tidak minta lebih, saya hanya minta para pelaku usaha penuhi kewajiban.
Banyak yang di awal berkomitmen, tapi di tengah jalan tidak konsekuen. Ini yang
harus diubah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran birokrasi dalam mendukung investasi.
Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak
mempersulit proses pelayanan kepada investor.

“Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa
dipersulit? Kita harus menjadi fasilitator, bukan penghambat. Investasi yang sehat
akan berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” ujarnya.

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, Gubernur juga mengingatkan
para pelaku usaha agar menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) semester I tahun 2025 melalui aplikasi LKPM Online, yang dibuka mulai
10 hingga 17 Juli mendatang.

Menutup kegiatan pembukaan, Gubernur bersama Ketua DPRD Sultra, Kepala
DPMPTSP, dan Forkopimda menekan tombol sirine sebagai simbol peluncuran
Same Day Service Tanpa Pungli, sebuah layanan cepat dan transparan untuk
investor. Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah konkret membangun iklim
investasi yang bersih dan ramah investor.

“Kita tidak ingin Sultra hanya jadi tempat seremoni. Harus ada kesadaran kolektif
dan kerja nyata agar daerah ini benar-benar menjadi gerbang investasi timur



Indonesia,” ucap Gubernur Andi Sumangerukka menutup sambutannya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Sultra sebagai rumah besar
investasi yang menjunjung keberlanjutan dan berdampak langsung bagi
kesejahteraan masyarakat.

Sultra Ekspor 98 Ton Produk
Perikanan ke AS dan Thailand
Senilai Rp28 Miliar

Kendari, sultranet.com - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, secara
resmi melepas ekspor 98 ton produk kelautan dan perikanan senilai lebih dari
Rp28 miliar ke Amerika Serikat, Thailand, dan sejumlah negara lainnya. Acara
launching ekspor ini digelar di Terminal Peti Kemas Kendari, Rabu pagi, 24 Juni
2025.

Produk ekspor tersebut terdiri dari 42 ton gurita beku dan 10 ton pasokan beku
dengan nilai sekitar Rp6,1 miliar, serta 45 ton daging kepiting (crab meat) senilai
Rp21 miliar. Seluruh produk dikemas dalam lima kontainer dan diberangkatkan
langsung dari Kota Kendari menuju pasar global.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa kegiatan ekspor ini
menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan
Sultra di mata dunia. Ia menyebut, komitmen terhadap keberlanjutan dan
sertifikasi produk menjadi kunci keberhasilan menembus pasar internasional.

“Kami mengedepankan konsep produk yang tersertifikasi dan berkelanjutan. Ini
bukan hanya menjamin kualitas, tapi juga menunjukkan komitmen kita untuk
menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku
usaha,” ujar Hugua, disambut tepuk tangan meriah para undangan.

Ia menambahkan, dengan sertifikasi yang memenuhi standar internasional,
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kepercayaan pasar terhadap produk Sultra semakin tinggi. “Ini adalah pintu
gerbang untuk ekspor yang lebih besar dan nilai tambah yang lebih tinggi bagi
daerah serta masyarakat. Dan yang terpenting, ini berkelanjutan,” tambahnya
penuh semangat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini, yang hadir
mewakili Menteri KKP, mengapresiasi capaian ekspor Sultra yang berhasil
menembus pasar Amerika Serikat, negara dengan standar mutu yang sangat
ketat.

“Ini sangat luar biasa. Kalau produk dari Sulawesi Tenggara sudah bisa sampai
Amerika, itu menunjukkan kualitas yang baik dan keseriusan dalam pengelolaan
mutu,” ucap Ishartini dalam pernyataannya di hadapan hadirin.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra, Sri
Resqgina, menyampaikan bahwa kegiatan ekspor ini diharapkan menjadi
momentum membangun kesadaran dan dukungan terhadap penguatan sektor
kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.

“Ini menjadi langkah awal menuju pembangunan sektor kelautan dan perikanan
yang berkelanjutan, agar menjadi salah satu sumber ekspor unggulan dari timur
Indonesia,” kata Sri Resqina.

Acara launching ekspor tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan,
di antaranya Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, pihak Bea Cukai, Pelindo,
PT Meratus, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan kabupaten/kota, serta 11 perusahaan eksportir dari wilayah Sulawesi
Tenggara.

Ekspor ini menjadi penanda kebangkitan sektor perikanan Sultra yang selama ini
menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Dengan memperkuat kualitas dan
keberlanjutan produksi, Sultra kini membuka lembaran baru dalam peta
perdagangan komoditas laut Indonesia.

Melalui dukungan pemerintah daerah, sinergi dengan pusat, serta kehadiran
pelaku usaha yang berorientasi ekspor, Sulawesi Tenggara memperkuat
eksistensinya sebagai sentra industri perikanan yang tak hanya menjanjikan
dalam angka, tapi juga dalam keberlanjutan sosial dan lingkungan.



Bombana Komitmen Kendalikan
Inflasi, Bupati Ikuti Rakor
Nasional Bersama Kemendagri

Bombana, Sultranet.com - Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)
Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (23/6/2025). Rapat ini digelar secara
daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta
kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Bombana itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal
Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya
sinergi antarinstansi dan kerja nyata dari pemerintah daerah untuk
mengendalikan inflasi, terutama menghadapi potensi kenaikan harga bahan
pokok.

“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga di pasar dan bergerak cepat jika
ada gejolak. Koordinasi yang solid dengan berbagai pihak adalah kunci,” ujar
Tomsi Tohir saat menyampaikan arahannya kepada peserta rakor.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menegaskan kesiapannya mendukung
penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
di daerah, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi di
Kabupaten Bombana tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli
masyarakat,” ujar Burhanuddin usai mengikuti rakor.

Rakor ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah konkret di lapangan,
seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan lokal, serta perbaikan
distribusi barang kebutuhan pokok.
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Melalui forum ini, daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang
terjadi di lapangan dan menyusun strategi berbasis data. Pemerintah Kabupaten
Bombana pun menyatakan siap menindaklanjuti hasil rakor dengan aksi nyata
guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor
Pengendalian Inflasi dan Libur
Sekolah Aman 2025

Kendari, sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang
dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata tentang
penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah.
Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(Kemendagri RI) secara hybrid pada Senin, 23 Juni 2025.

Pemprov Sultra mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Biro
Perekonomian Setda Sultra di Kendari. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi
dari berbagai kementerian dan lembaga.

Turut hadir secara virtual, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Deputi
Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Deputi Statistik
Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta sejumlah pejabat dari Bappenas dan
Kementerian Pertanian.

Sementara itu, mewakili Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Sultra, Asisten
Il Setda, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis
Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat
dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
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Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa Rakor kali ini
menitikberatkan pada dua hal penting: pengendalian inflasi serta kesiapan daerah
dalam menyambut masa libur sekolah yang berpotensi meningkatkan mobilitas
masyarakat.

“Inflasi bukan hanya sekadar angka statistik. Ketika harga naik, masyarakat
langsung merasakannya. Oleh karena itu, daerah dengan Indeks Perkembangan
Harga (IPH) tinggi harus bekerja ekstra keras untuk menekan lonjakan harga,”
ujar Tomsi.

[a menyoroti Kabupaten Bombana dan Buton sebagai dua wilayah di Sultra yang
masuk lima besar IPH tertinggi nasional pada pekan keempat Juni 2025, masing-
masing 3,77 persen dan 2,87 persen.

Adapun data inflasi nasional year-on-year (yoy) per Mei 2025 mencatat Papua
Pegunungan sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,75 persen, disusul
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Hanya Papua Pegunungan
yang inflasinya melampaui target nasional.

Pada sesi sosialisasi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau
pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata untuk meningkatkan kesiapan
menghadapi libur sekolah, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan
pengunjung.

“Libur sekolah adalah momen lonjakan wisatawan. Ini peluang ekonomi yang
besar, tapi juga penuh risiko. Pemerintah daerah harus siaga agar wisata tetap
aman dan berkesan,” kata Menteri Pariwisata.

Ia menegaskan, SE Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 mengatur tujuh langkah
strategis bagi pengelola destinasi wisata dan pemerintah daerah, antara lain
penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment
Sustainability), pelaksanaan standar usaha pariwisata berbasis risiko, serta
penyediaan rest area bagi pengemudi di sekitar destinasi wisata.

Selain itu, disarankan pula peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan SOP
pariwisata, jaminan transportasi aman, serta pengawasan ketat pada lokasi
wisata yang berpotensi padat pengunjung.

“Semua pihak harus bergerak bersama, dari pusat hingga daerah, agar wisata



kita benar-benar ramah keluarga dan anak-anak, tanpa mengabaikan aspek
keselamatan,” tegasnya.

Rakor ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga
kebutuhan pokok sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang positif selama
musim libur. Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan
permintaan dan mobilitas yang biasanya terjadi saat liburan berlangsung.

Bagi Pemprov Sultra, keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi momentum strategis
untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyiapkan sektor
pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan.

Pemprov Sultra Komit Jaga Inflasi
dan Stabilitas Pangan

Kendari, sultraner.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga
pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni
2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri,
Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai
kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur
Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II
Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank
Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.
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Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan
program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan
daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan
Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari
aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala
Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk
mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki
legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching
nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan
diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga
BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025.
Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang
mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga
bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren
kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti
fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan
gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP),
sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di
antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP),
pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras
dan jagung.



Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala
daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar
dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi.
Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan
keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga
daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara
berkelanjutan.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
dan Strategi Pertumbuhan
Ekonomi Nasional

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang
dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi
nasional. Rakor ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti secara rutin oleh seluruh
pemerintah daerah di Indonesia. Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari
Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra,
Senin, 26 Mei 2025.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju
pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator
keberhasilan kerja kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik
semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga
dengan baik.
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“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala
daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka
pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak
langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kenaikan
pertumbuhan ekonomi sekecil apa pun akan memberikan manfaat besar jika
disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin
makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem
kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I
2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat,
kata dia, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada
tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara
pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-
daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan
lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi
Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang
Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri
Pertanian Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio,
Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari
Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menekankan bahwa
menjaga inflasi tetap rendah merupakan pilar penting dalam mendukung
keberlanjutan pembangunan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam
memastikan keberlanjutan pembangunan, juga keberlanjutan pertumbuhan



ekonomi,” kata Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan
harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya
berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah
untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali
sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan data Indeks
Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga
23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi
lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen.
Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai
rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya
akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal
ini, menurutnya, sangat penting terlebih menjelang momentum hari besar
keagamaan seperti Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan
mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan
instansi vertikal dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan
permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami
fluktuasi harga.

Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemprov Sultra menunjukkan
komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya nasional menekan inflasi
sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan
berpihak pada kesejahteraan masyarakat.



